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ABSTRAK  

 

PENERAPAN E-COURT DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA 

DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SECARA HUKUM 

Oleh:  

RINI AFRIYANI  

NPM. 1602090133 
 

 

E-court adalah sebuah sistem digital atau online dengan teknologi digital 

yang dijalankan oleh Pengadilan Agama yang digunakan untuk mendaftarkan 

gugatan, dan berbagai proses peradilan dalam tahap persidangan, atau secara 

singkat pendaftaran dan persidangan perkara secara online dengan memasukan 

dan mendaftarkan email dalam aplikasi yang telah disediakan. Dengan adanya 

aplikasi e-court masyarakat lebih mudah mendaftar perkara dengan biaya ringan 

dan juga untuk meringankan administrasi panggilan secara elektronik dan 

penerbitan salinan putusan dan penetapan tidak perlu datang ke Pengadilan 

agama. 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui pelaksanaan e-court di 

Pengadilan Agama Sukadana dalam mewujudkan keadilan secara hukum. 2) 

mengetahui pelaksanaan e-court dapat mewujudkan rasa keadilan para pihak yang 

berperkara. Jenis  penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). 

Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan 

adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 

yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil temuan 

digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem e-court yang dilaksanakan 

di pengadilan Agama Sukadana telah dilaksanakan secara maksimal serta baik, 

dan sudah jelas bahwa e-court mencerminkan dan wujud implementasi dari 

peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, melihat dari dampak positif dan 

negatif penulis rasa lebih condong pada dampak positif yang dirasa baik dari 

warga pengadilan maupun warga para pencari keadilan. Pada hakikatnya e-court 

hadir atas dasar kebutuhan masyarakat dalam mencari keadilan, dengan adanya e-

court akan terjadi kemudahan dalam mencari informasi terkait masyarakat yang 

ingin menyelesaikan perkaranya di suatu lembaga peradilan serta menjawab 

persoalan keadilan bagi masyarakat di era kemajuan teknologi secara efektif dan 

efisien. 
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MOTTO  

 

 

َٰٓأيَُّهَا ِ شُهَدَآَٰءَ بِ  لَّذِينَ ٱ يَ  مِينَ لِِلَّّ اُ  قىَۡ     َ وَلََ يجَۡزِمَنَّكُمۡ شَنَ  لۡقسِۡطِ  ٱءَامَنىُاْ كُىنىُاْ قَىَّ 

 
ْۚ
َٰٓ ألَََّ تعَۡدِلىُاْ  ً َْۚ ٱ تَّقىُاْ ٱهىَُ أقَۡزَبُ لِلتَّقۡىَي   وَ  عۡدِلىُاْ ٱعَلَ َ ٱإِ َّ  لِلَّّ  ٨خَبِيزُُۢ بمَِا تَعۡمَلىَُ   لِلَّّ

 )٨سىرة المائدة,(
Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan 

adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong 

kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 

takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah: 8)
1
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 

2005), 86 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah 

negara hukum Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip 

negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman 

yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan 

hukum dan keadilan.
2
 Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak dan 

kewajiban pihak-pihak dalam hubungan hukum perdata. Dalam praktik hukum 

dan peradilan juga diperhatikan ajaran-ajaran atau teori hukum yang patut 

untuk diikuti, yang sifatnya menunjang di dunia peradilan sehingga perlu 

diindahkan oleh para hakim dan penasehat hukum serta pihak pencari keadilan 

itu sendiri. Diharapkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-

undang, tetapi juga bagaimana praktik hukum itu dilakukan dalam menangani 

suatu perkara perdata.
3
 

Pengadilan dalam istilah Inggris disebut court dan Mahkamah yang 

dimaksud adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, 

mengadili dan memutus perkara. Kata Pengadilan dan peradilan mempunyai 

makna yakni “adil” yang memiliki pengertian Proses mengadili, upaya untuk 

mencari keadilan, penyelesaian sengketa hukum di hadapan peradilan, 

berdasar hukum yang berlaku. Sedangkan pengertian peradilan menurut 

                                                 
2
 Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017), 9  

3
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya, 

2015), 11-12 



2 

 

 

 

Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam 

memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum dalam 

mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan 

menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal.
4
 

Tujuan dari suatu proses peradilan, adalah mewujudkan keadilan, 

maka hakim harus memahami makna keadilan, baik keadilan prosedural 

maupun keadilan substantif, serta harus memahami esensi, mekanisme dan 

teknis menegakkan dan menemukan hukum. Yang Pada hakikatnya dalam 

peradilan Indonesia telah menerima asas-asas peradilan yang baik secara 

komprehensif, yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini secara tegas 

diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman. Ketiga prinsip telah diupayakan sedemikian rupa 

untuk dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh sistem peradilan di 

Indonesia, khususnya sistem Peradilan perdata.
5
 

Namun kemudian dengan seiring tuntutan perkembangan zaman 

peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi 

perkara di pengadilan secara elektronik khususnya yang terkait dengan tata 

cara persidangan secara elektronik dimana perma tersebut hanya mencakup 

beberapa 3 aspek diantaranya e-filing (pendaftaran perkara online) dilakukan 

setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih pengadilan. e-

payment (pembayaran panjar biaya perkara online), dengan melakukan 

                                                 
4
 Sjachran Basah, Mengenal Peradilan di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1995), 9 
5
 Mohammad Saleh, penerapan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat, Biaya Ringan Pada 

Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Cet.31, (Yogyakarta: Graha Cendikia, 2016), 39 



3 

 

 

 

pendaftaran perkara online melalui e-court, pendaftar akan secara otomatis 

mendapatkan taksiran panjar biaya (e-skum) dan nomor pembayaran yang 

dapat dibayarkan melalui saluran elektronik. e-summons (pemanggilan pihak 

secara online), panggilan sidang dan pemberitahuan putusan disampaikan 

kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat e-mail para pihak 

serta informasi panggilan tersebut. Dalam perma nomor 3 tahun 2018 belum 

mengatur mengenai persidangan secara elektronik. Maka dari itu, Mahkamah 

Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 pada 

tanggal 19 agustus 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di 

pengadilan secara elektronik. Dampak dari keluarnya Peraturan terbaru 

tersebut Mahkamah Agung menambahkan aplikasi e-court dengan menu 

elitigation (persidangan secara elektronik) diharapkan dapat memberikan 

kemudahan masyarakat dalam berperkara.
6
 

Sedangkan dalam penelitian ini yang dimaksud dengan e-court adalah 

sebuah sistem digital atau online dengan teknologi digital yang dijalankan 

oleh Pengadilan Agama yang digunakan untuk mendaftarkan gugatan, dan 

berbagai proses peradilan dalam tahap persidangan, atau secara singkat 

pendaftaran dan persidangan perkara secara online dengan memasukan dan 

mendaftarkan email dalam aplikasi yang telah disediakan 

Dengan adanya aplikasi e-court masyarakat lebih mudah mendaftar 

perkara dengan biaya ringan dan juga untuk meringankan administrasi 

panggilan secara elektronik dan penerbitan salinan putusan dan penetapan 

                                                 
6
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan 

Persidangan diPengadilan Secara Elektronik 
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tidak perlu datang ke Pengadilan agama. Dengan ini masyarakat agar lebih 

mudah memakai e-court dan lebih berkualitas tidak lagi kesulitan untuk 

datang ke Pengadilan Agama. Selain itu tuntutan perkembangan zaman yang 

mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di Pengadilan secara 

lebih efektif dan efisien menjadi latar belakang dibentuknya e-court seperti 

yang kita ketahui, kemajuan perkembangan teknologi informasi menjadikan 

kemudahan sebagai sebuah tuntutan.
7
 

Dalam penerapan e-court di Indonesia diberlakukan sistem Peradilan 

termasuk Pengadilan Agama Sukadana sebagai salah satu Peradilan Agama 

Provinsi Lampung Timur memiliki keharusan Penerapan e-court di peraturan 

Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Sukadana masih dibilang baru berdiri 

pada hari senin, tanggal 29 oktober 2018 mulai mengoperasikan layanan e-

court di tahun 2019 Pengadilan Agama Sukadana sudah banyak memecahkan 

kasus perkara tersebut ada 412 semua Perkara yang hampir menggunakan e-

court, bahwasanya perkembangan e-court di Pengadilan Agama Sukadana 

mengalami perkembangan secara berkala dan sampai tahun 2020 ada dua ribu 

(2000) kasus perkara dari jumlah tersebut hampir 50% semua perkara yang 

didaftarkan menggunakan e-court di Pengadilan Agama Sukadana merupakan 

yang sudah banyak memecahkan perkara. 

Hal ini terwujudnya adanya surat keputusan dari ketua pengadilan 

agama yang mewajibkan setiap pendaftaran perkara menggunakan kuasa 

hukum. Selain itu keberadaan pojok e-court di Pengadilan Agama Sukadana 

                                                 
7
Aco Nur & Amam Fahrur, Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama, (Sidoarjo: 

Nizamia Learning Center, 2019), 129 
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juga berkontribusi dalam meningkatkan akses dan pemahaman masyarakat 

terhadap e-court sebagai bentuk pelayanan cepat, sederhana dan biaya ringan.
8
 

Begitu halnya dengan Pengadilan Agama Sukadana sebagai salah satu 

Peradilan Agama Propinsi Lampung Timur memiliki keharusan Penerapan e-

court di peraturan Mahkamah Agung. Sasaran e-court ditunjukkan pertama 

bagi masyarakat umum yang tanpa advokat, kemudian bagaimana bagi mereka 

masyarakat umum yang kurang atau bahkan bisa disebut buta teknologi serta 

tidak memiliki email untuk registrasi pada sistem, karena terbatasnya 

pengalaman dan wawasan dari masing-masing individu. Hal yang demikian 

dapat terlihat pada Pengadilan Agama Sukadana, dengan masih banyak 

pencari hukum atau mereka masyarakat yang belum menggunakan e-court. 

Hal tersebut dilihat dengan masih banyaknya antrian baik di persidangan atau 

di bagian layanan pendaftaran perkara. Dengan fenomena ini memunculkan 

berbagai pandangan terkait alasan para pihak belum menggunakan aplikasi 

tersebut bisa disebabkan karena kurangnya sosialisasi atau bahkan karena 

ketidaktahuan cara menggunakan aplikasi tersebut yang akan menghambat 

tujuan penerapan dari aplikasi ini yaitu peradilan yang cepat, sederhana, dan 

biaya ringan. 

Untuk saat ini di Pengadilan Agama Sukadana  khususnya masyarakat 

yang melakukan perkara dengan e-court menggunakan advokat yang 

memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, 

mewakili, mendampingi, serta harus paham teknologi informasi dalam 

menggunakan aplikasi e-court tersebut. Keberadaan advokat sangat penting di 

                                                 
8
Wawancara dengan Hakim Pengadilan Sukadana, 15 Februari 2021 
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tengah masyarakat, karena berusaha ikut memperkuat kesadaran hukum dan 

kemampuan kekuatan-kekuatan sosial dalam memperjuangkan hak-hak asasi 

manusianya. Untuk memberi landasan yang kokoh terhadap pelaksanaan tugas 

pengabdian advokat dalam kehidupan masyarakat, maka dibentuklah Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, 

sebagaimana diamanatkan pula dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang Kekuasaan 

Kehakiman diatur pula secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang 

melingkupi profesi advokat. Undang-Undang tersebut mengatur pula berbagai 

prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi advokat khususnya dalam 

peranannya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip 

Negara Hukum pada umumnya.
9
  Persidangan secara elektronik menghendaki 

proses persidangan dilakukan secara lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Namun demikian, meskipun dikatakan sebagai persidangan elektronik, tetap 

terdapat titik-titik tertentu yang harus dihadiri oleh para pihak berperkara.  

Adanya e-court menimbulkan pro-kontra dikalangan masyarakat 

Sukadana misalnya sebagian berkata dengan adanya e-court proses 

persidangan mengarahkan yang sifatnya sakral terlihat sewajarnya dan dirasa 

para pihak yang berperkara kurang akan kedekatan emosional kepada majelis 

hakim, sehingga menyebabkan kurang puasnya penyampaian ataupun curahan 

hatinya kepada majelis, karena suatu dokumen perlu adanya sebuah penjelasan 

dari pihak perkara kepada majelis hakim, tetapi sisi positifnya e-court sangat 

membantu para pihak yang mempunyai waktu minim untuk pergi 

                                                 
9
 Yahman dkk, Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2019), 89 
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kepengadilan, apalagi di masa pandemi sekarang ini, orang merasa takut 

ketika berkerumunan ataupun bertemu kepada khalayak umum. 

Sehingga keberadaan advokat sangat penting di tengah masyarakat, 

karena berusaha ikut memperkuat kesadaran hukum dan kemampuan 

kekuatan-kekuatan sosial dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusianya. 

Selain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlihat di jalur profesi di 

luar pengadilan
10

. Kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses peradilan 

pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin 

berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki 

kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Melalui 

pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-

kontrak dagang, profesi advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi 

pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional termasuk 

dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
11

 

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian lebih lanjut dengan judul Penerapan E-Court di Pengadilan Agama 

Sukadana dalam Mewujudkan Keadilan Secara Hukum. 

B. Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas 

maka pokok masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut 

yaitu 

                                                 
10

Fabian M.Rompis, “Kewenangan Advokat di dalam Sistem Peradilan Pidana Guna 

Menunjang Sistem Peradilan Terpadu”, Jurnal Lex et Societatis, Volume 1 Nomor 2 Apr-Jun, 

2013, 132 
11

Ibid, 133 
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1. Bagaimana pelaksanaan e-court di Pengadilan Agama Sukadana dalam 

mewujudkan keadilan secara hukum? 

2. Apakah pelaksanaan e-court dapat mewujudkan rasa keadilan para pihak 

yang berperkara? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dan manfaat yang akan dicapai oleh penelitian 

tujuan tersebut yaitu:  

a. Untuk mengetahui pelaksanaan e-court di Pengadilan Agama 

Sukadana dalam mewujudkan keadilan secara hukum. 

b. Untuk mengetahui pelaksanaan e-court dapat mewujudkan rasa 

keadilan para pihak yang berperkara 

2. Manfaat Penelitian  

Sementara Manfaat Penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 

manfaat 

a. Secara teoritis  

Manfaat secara teoritis penelitian diharapkan dapat 

memperkaya khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam khususnya 

terkait dengan Penerapan e-court di Pengadilan Agama Sukadana. 

 

b. Secara praktis 

Manfaat secara praktis penelitian diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan penggunaan 

aplikasi e-court di Pengadilan Agama Sukadana. 
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D. Penelitian Relevan 

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian 

terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam skripsi yang telah lalu. 

Penelitian terdahulu (prior research) tentang persoalan yang dikaji. Peneliti 

mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang dibahas 

belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk itu 

tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini 

sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang berbeda.
12

Bertujuan 

untuk memberikan gambaran berkaitan dengan topik yang akan diteliti dengan 

beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan dan pertimbangan 

pada penelitian ini, yaitu:  

Pertama: Jurnal yang ditulis Ika Atika, Jurnal Universitas Islam 

Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, dengan tema jurnal Social and 

Political Challenges in Industrial 4.0 Tahun 2018, dengan judul penelitian 

yakni “Implementasi E-Court dan Dampaknya pada Advokat dalam 

Penyelesaian Perkara di Indonesia”. 

Kedua: Jurnal oleh Muhammad Iqbal Susanto Dan Moh Sutoro 

Dengan Judul "Efektivitas Sistem Administrasi Cepat Sederhana Dan Biaya 

Ringan di Pengadilan". Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa sistem e-

court yang menjadi sistem online perkara pengadilan sudah sesuai dengan 

aturan keabsahan dari prinsip-prinsip peradilan. Di samping itu penelitian ini 

                                                 
12

Zuhairi, et.al, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2016), 39 



10 

 

 

 

juga menguraikan bagaimana sistem kerja e-court sehingga mampu untuk 

mewujudkan peradilan yang lebih efektif.
13

 

Ketiga: Skripsi yang ditulis oleh Uuf Rouf, Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syari‟ah dan Hukum, Program Studi 

Hukum Keluarga Islam Tahun 2014, yang berjudul “Peran 12 Teknologi 

Informasi pada Manajemen Administrasi Perkara Pengadilan Agama (Studi 

Kasus Implementasi siadpa Plus di PA Tangerang).” Pada penulisan skripsi 

ini, aplikasi siadpa sebagai sebuah sistem manajemen perkara (Case 

Management System) yang ditetapkan di Pengadilan Agama Tangerang. dan 

peningkatan kerja pengadilan serta pelayanan peradilan.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas terletak 

pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Yakni sama-sama 

menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian mengenai teknik pengumpulan 

data sama-sama dengan wawancara dan dokumentasi. 

Perbedaan kedua penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti 

lakukan adalah terletak pada permasalahan yang diteliti, yaitu membahas 

penerapan e-court atas asas perkara cepat, sederhana, dan biaya ringan yang 

melihat kenyataan dalam pengadilan apakah berpengaruh atau tidak jumlah 

perkara yang masuk secara manual. Sehingga dengan hal tersebut maka akan 

didapati bagaimana seharusnya sistem e-court dalam Mewujudkan Keadilan 

Secara Hukum. 

 

                                                 
13

 Muhammad Iqbal, dkk, “Efektivitas Sistem Administrasi E-Court dalam upaya 

Mendukung Proses Administrasi yang cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan”, Jurnal Ilmu Hukum; 

(Fakultas Hukum Universitas Riau, Vo. 8, No. 2), Agustus 2019, 1-14. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. E-Court di Pengadilan Agama 

Penerapan teknologi informasi sejatinya adalah upaya untuk 

mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, berbiaya ringan sekaligus upaya 

mendorong perkembangan perbaikan manajemen dan administrasi menuju 

peradilan yang modern. Hal ini merupakan lompatan besar dari keseluruhan 

upaya Mahkamah Agung untuk mengatasi tiga hambatan yang sering dihadapi 

lembaga peradilan yakni penanganan perkara yang lambat, kesulitan 

mengakses informasi pengadilan, integritas aparatur peradilan terutama hakim. 

Penerapan e-court juga merupakan upaya mewujudkan pengadilan yang 

unggul dan transparan dalam proses maupun mekanisme peradilan. Penerapan 

e-court secara langsung berdampak pada efisiensi administrasi peradilan 

sekaligus wujud transparansi proses pencarian keadilan serta mendorong tata 

perilaku penegak hukum yang profesional, transparan, akuntabel, efektif serta 

efisien. Dampak langsung yang dirasakan para pencari keadilan sendiri adalah 

melalui penerapan e-court sendiri sejatinya membuat masyarakat pencari 

keadilan dapat lebih mudah mengakses dan mengontrol proses yang sedang 

berjalan sekaligus melakukan penghematan biaya berperkara.
1
 

Dengan diterbitkannya PERMA RI No. 3 Tahun 2018 tentang 

Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik oleh Mahkamah Agung. 

                                                 
1
Fauzan, Peranan Perma dan Sema Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia 

Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung, (Jakarta: Kencana, 2015), 7 
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Dalam PERMA No 3 tahun 2018 belum mengatur mengenai Persidangan 

secara elektronik, maka dari itu mahkamah agung RI mengeluarkan PERMA 

Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di 

pengadilan secara elektronik. Sebagaimana wujud penerapan efektif sistem e-

court tersebut dimana instrumen pelayanan terhadap masyarakat dalam hal 

pendaftaran perkara baik, pembayaran secara online, mengirim dokumen 

persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan Pemanggilan secara 

online.  

1. Pengertian E-Court 

E-Court adalah peradilan secara elektronik yang diharapkan dapat 

mencapai tujuan dalam penyelenggaraan peradilan yang tentunya sesuai 

dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. e-court 

sangat mempercepat jalannya penyelesaian suatu perkara perdata secara 

litigasi karena banyak perkara yang masuk dalam peradilan umum dan 

tentunya sudah banyak peraturan-peraturan yang diberlakukan untuk 

mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perkara-perkara 

yang masuk tersebut. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan secara Elektronik.
2
 Mengembangkan ruang lingkup e-court 

yaitu persidangan secara elektronik yang terdiri atas serangkaian proses 

memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan dengan bantuan 

teknologi informasi dan komunikasi.e-court adalah Aplikasi yang 

                                                 
2
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan E-Court The Electronic Justice 

System, (Mahkamah Agung, 2019), 7 
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memungkinkan para pencari keadilan dapat melakukan pendaftaran 

perkara perdata (untuk saat ini) baik itu gugatan maupun permohonan 

secara online, melakukan pembayaran panjar biaya perkara tanpa harus 

datang ke pengadilan, dan bahkan notifikasi serta pemanggilannya 

dilakukan secara elektronik yang dalam hal ini menggunakan e-mail. 

Untuk saat ini pengguna yang dapat memakai.Aplikasi e-court hanya 

terbatas untuk kalangan advokat saja, dan akan diatur kemudian untuk 

pengguna perorangan maupun badan hukum. Mengapa saat ini aplikasi e-

court baru diperuntukkan bagi kalangan advokat saja hal ini dimaksudkan 

sebagai salah satu upaya mengelola potensi risiko, berupa risiko 

keamanan, integritas aplikasi serta beban yang timbul bagi infrastruktur 

yang ada. Selain itu hal ini juga dimaksudkan untuk mengelola kebutuhan 

edukasi dan sosialisasi dalam rangka migrasi sistem manual ke elektronik 

(digitalisasi). Pengguna terdaftar yang dalam hal ini merupakan Advokat 

diharapkan dapat lebih siap untuk merespon dan membiasakan diri 

dengan penggunaan aplikasi ini sebagai bagian dari manajemen 

perubahan yang bertahap pada bidang manajemen perkara dari sistem 

manual ke elektronik.
3 

Secara umum sistem e-court yang dilaksanakan di 

pengadilan Agama telah dilaksanakan secara maksimal serta baik, dan 

sudah jelas bahwa e-court mencerminkan dan wujud implementasi dari 

peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, melihat dari dampak positif 

dan negatif penulis rasa lebih condong pada dampak positif yang dirasa 

                                                 
3
Pemerintah Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan 

Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, 

Pasal 3 ayat, (1) &, (2),  
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baik dari warga pengadilan ataupun warga para pencari keadilan. E-court 

merupakan sistem yang masih baru sudah sewajarnya apabila terdapat 

kendala-kendala yang nantinya akan semakin baik dengan adanya 

evaluasi dari system e-court tersendiri. 

2. Dasar Hukum E-Court 

a. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang 

Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik,  

b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/ 

2018 Tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem 

Informasi Pengadilan,  

c. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor 

1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang 

Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik,  

d. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 305/SEK/SK/ 

VII/2018 Tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan 

Uji Coba Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
4
 

3. Tujuan/Manfaat E-Court 

Tujuan/Manfaat e-court dalam berperkara diharapkan mampu 

meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara 

secara online dimana para pencari keadilan akan menghemat waktu dan 

biaya saat melakukan proses perkara yang dimaksud dalam asas adalah 

                                                 
4
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan 

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik 
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merujuk kepada jalannya berperkara. hakim tidak mempersulit proses 

persidangan. Para pencari keadilan merasa terwadahi dengan adanya asas 

ini.
5
 

4. Ruang Lingkup Aplikasi E-Court 

Keuntungan mendaftarkan perkara secara online melalui e-court 

yang bisa diperoleh adalah:  

a. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara. 

b. Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dari berbagai metode 

pembayaran bank. 

c. Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi 

dan media. 

d. Proses temu kembali data yang lebih cepat.
6
 

B. Keadilan Secara Hukum 

1. Pengertian Keadilan Secara Hukum 

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia 

adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. 

Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan 

didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah 

suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu 

belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia 

melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan 

                                                 
5
 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 

27 
6
 Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2010) 43. 
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ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan 

sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan 

dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban 

umum dari masyarakat tersebut.
7
 

Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-

sengketa hukum ternyata masih debatable. Banyak pihak merasakan dan 

menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat 

dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan 

putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari 

cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-

prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Sedangkan hakim 

mampu menjadi living interpretator yang mampu menangkap semangat 

keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-

prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena 

hakim bukan lagi sebagai corong undang-undang. Artinya, hakim dituntut 

untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan 

ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu 

saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim 

dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.
8
 

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud adalah 

keadilan hukum (legal justice) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh 

                                                 
7
 M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. 

Kedua, (Kencana: Jakarta 2014), 85 
8
Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 3 
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hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap 

keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum. Hal ini menunjukan 

bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan 

dikenakan hukuman lewat proses hukum, suatu proses akhir yang dijalani 

oleh hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Secara konseptual 

penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai 

yang terdapat di dalam kaidah-kaidah dan menjabarkan serta 

mengejawantahkannya menjadi sikap tindak sebagai rangkaian proses 

tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan 

kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pada hakikatnya 

mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan dalam hukum 

merupakan suatu cita, merupakan sesuatu yang masih abstrak. Hukum 

sebagai institusi keadilan menjalankan fungsinya melalui suatu proses 

tertentu menuju ke suatu arah tertentu dalam rangka mewujudkan 

keadilan, sehingga keadilan menjadi sesuatu yang konkrit sebagai 

pemenuhan kebutuhan masyarakat yang paling mendasar. Proses itu 

disebut dengan penegakan hukum, suatu proses akhir yang dijalani oleh 

hukum dalam rangka mewujudkan keadilan.
9
 

Keadilan di Indonesia digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar 

negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila 

lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup 

bersama.Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat 

                                                 
9
 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta: Genta 

Publishing), 8 
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keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan 

dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan 

masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan 

Tuhannya.
10

 

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada 

pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya 

benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu 

adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan 

peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memperhatikan keadilan, 

karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, 

oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip- prinsip umum tertentu. 

Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu 

bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam 

masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan 

hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang
11

 

2. Bentuk-Bentuk Keadilan  

Kata adil di dalam Pancasila terdapat pada sila kedua dan sila 

kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung 

suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan 

berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri 

sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan 

                                                 
10

Ibid, 86 
11

Ibid, 91 
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negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa.
12

 Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:  

a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara 

terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi 

keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, 

bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang 

didasarkan atas hak dan kewajiban.
13

 

b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara 

terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib 

memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-

undangan yang berlaku dalam negara 

c. Keadilan komulatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu 

dengan yang lainnya secara timbal balik. 

Penerapan efektif sistem e-court dalam mewujudkan peradilan 

yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Pada hakikatnya setiap pengadilan 

yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung telah berupaya 

semaksimal mungkin mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh ketentuan 

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman untuk 

dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
14

 

 

                                                 
12

 M. Agus Santoso, Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, 

(Jakarta: Kencana, 2014), 85 
13

 Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2009), 115-116. 
14

 Laila M. Rasyid dan Herinawati, Pengantar Hukum Acara Perdata, (Sulawesi: Unimal 

Press, 2015), 17 
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3. Hak Masyarakat Pencari Keadilan dalam Persidangan 

Sebagai negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana bunyi pasal 1 

ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia 

adalah negara hukum”; maka negara harus menjamin persamaan setiap 

orang di hadapan hukum serta melindungi hak asasi manusia.
15

Sebagai 

berikut:  

a. Mendapatkan perlindungan kerahasian identitasnya 

b. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara 

bebas tanpa paksaan 

c. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang 

didaftarkannya 

d. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan terlapor dalam 

pemeriksaan. 

4. Indikator Keadilan Secara Hukum 

Mengenai keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang 

bersifat etis, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang 

yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada 

kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki. Untuk menjadi adil cukup terlihat 

mudah. Namun, tentu saja tidak sama penerapannya dalam kehidupan 

manusia Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan 

yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan 
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 Undang-undang pasal 1 ayat 3 tentang Negara Indonesia Negara Hukum 
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dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan 

banyak waktu.
16

 

Adapun keadilan dalam indikator hak memperoleh keadilan yang 

disusun berdasarkan beberapa asumsi awal meliputi: 1)Dimensi keadilan 

secara prosedural; 2).Akses keadilan bagi masyarakat marjinal; dan 3). 

Akses keadilan pada penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan 

sumber daya alam.Dimensi keadilan tidak hanya menjamin penegakan 

hukum yang imparsial, lebih luas lagi dimensi keadilan berkontribusi 

dalam pengurangan tingkat kemiskinan. Terdapat 2 dimensi sebagai 

berikut:  

a. Dimensi Bantuan Hukum  

b. Dimensi akses kepada masyarakat. 

Indikator hak memperoleh keadilan ini pada praktiknya, 

pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata 

masih menjadi perdebatan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa 

lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, 

formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu 

sengketa. Faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap 

hukum yang amat kaku dan normatif prosedural dalam melakukan 

konkretisasi hukum. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian 

mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-

undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui 
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 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, (Bandung: Nuansa dan 

Nusamedia, 2004), 239. 
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putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya 

akan memberikan keadilan formal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan 

Hukum), Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa 

hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma 

kepada Penerima Bantuan Hukum. Dalam Pasal 3 UU bantuan Hukum 

disebutkan menjadi:  

a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk 

mendapatkan akses keadilan. 

b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan 

prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. 

c. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat 

dipertanggungjawabkan.
17
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Undang-undang  Pasal 1 ayat tentang Bantuan Hukum 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 

merupakan suatu penelitian yang dilakukan di tempat tertentu yang dipilih 

untuk dijadikan lokasi guna penyelidikan gejala objek yang 

terjadi.Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk 

menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang terjadi pada suatu 

tempat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
1
 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian 

lapangan merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi 

penelitian di Pengadilan Agama Sukadana yang berkaitan dengan 

Penerapan e-court dalam mewujudkan keadilan secara hukum. 

2. Sifat Penelitian 

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka 

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian 

yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati.
2
 Sifat yang digunakan dalam 
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 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 80 

2
 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, 

(JogJakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 22 
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penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

terdiri atas satu variabel atau lebih variabel.
3
 

Berdasarkan uraian di atas bahwa penelitian ini dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yaitu perilaku subjek, hubungan sosial subjek, 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata suatu konteks khusus tentang 

Penerapan e-court di Pengadilan Agama Sukadana dalam mewujudkan 

Keadilan secara Hukum. 

B. Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek peneliti mendapatkan data dan menggali 

data, sumber data yang digunakan peneliti terdapat 2  macam yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah 

sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan. 

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah “data dalam 

bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau 

perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini 

adalah subjek penelitian yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.
4
 

Sedangkan yang dijadikan sumber data primer yaitu:, Hakim Pengadilan 

Agama Sukadana dan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama 

Sukadana.  

2. Sumber Data Sekunder 
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 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 11. 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Sinar 
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Sumber data sekunder merupakan sumber penunjang yang 

berkaitan dapat berupa buku-buku tentang subjek materi yang ditulis orang 

lain, dokumen-dokumen yang ditulis dalam laporan orang lain.
5
 

Uraian di atas dapat di pahami bahwa sumber data sekunder 

diharapkan dapat menunjang dalam mengungkap data yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap.
6
 

Adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil 

penelitian dan buku-buku yang sudah ada relevansinya dengan penelitian 

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Seperti 

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi 

perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.Metode pengumpulan 

data yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:  

1. Metode Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan 

peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui 

percakapan dan berhadapan muka dengan orang memberikan keterangan 

kepada peneliti.
7
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2014), 6 
6
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Dalam penelitian ini metode wawancara semi terstruktur. Semi 

terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan 

wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan 

pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel. Wawancara dilakukan dengan 

informan untuk menggali data tentang penerapan e-court di Pengadilan 

Agama Sukadana dalam mewujudkan keadilan secara hukum. 

2. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah 

teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai 

data responden.
8
 Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yang bersumber dari buku, catatan harian, agenda dan 

sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk mencari data dan sumber 

yang berkaitan dengan penelitian penerapan e-court di Pengadilan Agama 

Sukadana dalam mewujudkan keadilan secara hukum serta perwujudan 

rasa keadilan melalui e-court. 

D. Teknik Analisa Data 

analisis diartikan sebagai pengelompokan membuat suatu urutan 

manipulasi, dan menyingkatkan data sehingga mudah dipahami.
9
 analisis data 

dalam penelitian kualitatif sebaiknya dilakukan diawal penelitian penelitian 

analisis ini dilakukan diawal penelitian dengan cara membaca dan 

menganalisis data yang sudah terkumpul baik berupa data intrviw, catatan 

lapangan, dokumen ataupun yang lainnya dengan cara kritis dengan 

                                                 
8
 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2011), 105. 
9
 Moh, Nazir, Metode Penelitian, 11 ed. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017)315. 
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melakukan uji kepercayaan maupun pmeriksaan kebenaran data secara 

berlanjut.
10

 

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis dalam menganalisis data 

menggunakan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data-

data yang sudah didapat kemudian dianalisis dengan mengunakan cara berfikir 

induktif berdasarkan dengan informasi tentang Penerapan E-court Di 

Pengadilan Agama Sukadana Dalam Mewujudkan Keadilan Secara Hukum.. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sukadana 

1. Sejarah Pengadilan Agama Sukadana 

Sebelum Pengadilan Agama Sukadana dibentuk, Masyarakat 

Kabupaten Lampung Timur harus menyelesaikan perkara keperdataan 

dalam lingkup kompetensi absolut pengadilan Agama di Pengadilan 

Agama Metro. Seiring perkembangan Kabupaten Lampung Timur 

selanjutnya menuntut perlunya keberadaan Pengadilan Agama di 

Kabupaten Lampung Timur sebagai wujud hadirnya Negara untuk 

melayani dan memudahkan warga negara dalam memperoleh Keadilan. 

Untuk menjawab hal tersebut, maka Pengadilan Agama Sukadana 

dibentuk bersama dengan 24 Pengadilan Agama yang baru tersebar di 

beberapa wilayah di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15  

Tahun 2016, Tanggal 26 April 2016  Tentang Pembentukan Pengadilan 

Agama. Peresmian operasional Pengadilan Agama Sukadana dilaksanakan 

secara bersama dengan jumlah 85 Pengadilan baru di seluruh Indonesia 

pada tanggal 22 Oktober 2018 oleh Mahkamah Agung RI Prof Dr. H. M. 

Hatta Ali, S.H., M.H., di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, 

Provinsi Sulawesi Utara. Dan tepat pada hari Senin, Tanggal 29 Oktober 

2018 bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1440 Hijriah. 



29 

 

 

 

Pengadilan Agama Sukadana mulai melayani masyarakat pencari 

keadilan dengan wilayah yurisdiksi meliputi seluruh wilayah Kabupaten 

Lampung Timur dengan 24 Kecamatan.
1
 

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sukadana dapat dilihat pada  

gambar di bawah ini.  

Gambar 4.1. 

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sukadana  

 

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sukadana 

Dengan Visi “Mewujudkan Pengadilan Agama Sukadana yang 

Berwibawa dan Bermartabat”, Pengadilan Agama Sukadana menjalankan 

tugas dan  fungsinya yang selanjutnya diimplementasikan melalui Misi-

Misinya yakni:  

                                                 
1
 Fatkul Mujib, wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sukadana, tanggal 15 

Februari 2021 
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a. Memberikan pelayanan prima dengan mengoptimalkan sistem One 

Stop Service dan Desk Information.  

b. Melaksanakan manajemen peradilan yang tertib dan bertanggung 

jawab.  

c. Melaksanakan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.  

d. Memperluas akses informasi melalui (IT) Informasi Teknologi. 

e. Memberantas mafia peradilan serta menciptakan pengadilan yang 

bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.  

Saat ini Pengadilan Agama Sukadana menempati salah satu gedung 

dua lantai yang merupakan bagian dari Kompleks Islamic Center 

Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di Jalan Lintas Timur Kota 

Sukadana.  Pengadilan Agama Sukadana dengan 12 Hakim yang dipimpin 

oleh Erna Resdya, S.H.I., M.E sebagai Ketua dan Ade Firman Fathoni, 

S.H.I., M.Si sebagai wakil dengan dibantu Usman A, S.Ag, M.H., sebagai 

Panitera dan Aziz Iskandar, S.E., sebagai Sekretaris dari tahun ketahun 

terus menunjukkan prestasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat 

Lampung Timur. 

Dengan motto "Super Berkarya "Pengadilan Agama Sukadana 

terus berkomitmen melayani masyarakat pencari keadilan diLampung 

Timur dengan tetap menjaga kemandirian, integritas dan profisionalitas. 

Hal ini dipertegas dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas 

menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani pada tanggal 04 Agustus 2020. Kegiatan tersebut juga dihadiri 
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dan disaksikan oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 

(Forkopimda) Kabupaten Lampung Timur yaitu Bapak Bupati Lampung 

Timur, Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, Kepala Kejaksaan Lampung 

Timur, Kepala Kepolisian Resor Lampung Timur, Komandan Distrik 

Militer Lampung Timur, serta institusi terkait seperti Majelis Ulama 

Indonesia Lampung Timur, Kementerian Agama Kabupaten Lampung 

Timur, Tokoh adat dan tokoh masyarakat Lampung Timur.  Pengadilan 

Agama Sukadana dengan segala potensi dan   keunggulannya  akan 

tumbuh dan terus berkarya dengan menjalankan amanah sesuai dengan 

tugas dan fungsinya sebagai tempat ikhtiar masyarakat untuk memperoleh 

keadilan.
2
 

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukadana 

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap 

bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan 

kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan 

diinginkan. Salah satu fungsi struktur organisasi adalah untuk 

menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang 

satu dengan yang lain dan hubungan aktivitas dan fungsi yang dibatasi.  

Pengelolaan organisasi Pengadilan Agama Sukadana sendiri dibentuk dan 

dijalankan berdasarkan pedoman dan dasar hukum sebagai berikut:  

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah 4 Agung.  

                                                 
2
 Profil Pengadilan Agama Sukadana 
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b. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama. 

c. Undang-Undang  Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman 

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 

Aparatur Sipil Negara.  

e. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan 

Organisasi, Administrasi, dan Finansial diLingkungan Peradilan 

Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama Ke 

Mahkamah Agung. 

f. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat 

Mahkamah Agung. 

g. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan 

Mahkamah Agung.  

h. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.  

i. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 

j. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 
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Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 

Peradilan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris 

Mahkamah Agung RI Nomor: 474/SEK/01/10.2015 Tanggal 15 Oktober 

2015 Tentang Struktur Organisasi Pengadilan, berikut struktur organisasi 

Pengadilan Agama Sukadana tahun 2021.
3
 

Gambar 4.2. 

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukadana  

 

4. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Sukadana 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan 

salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah agung 

bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, 

                                                 
3
 https:// www.PA-Sukadana.go.id, Diakses pada tanggal 03 September Tahun 2021 

http://www.pa-sukadana.go.id/
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Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu 

badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan 

hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara 

orang-orang yang beragama Islam. 

Pengadilan Agama Sukadana adalah pelaksana kekuasaan 

kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945 dengan tugas pokok menerima, memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara 

orang-orang yang beragama Islam di bidang:  

a. Perkawinan 

b. Waris  

c. Wasiat 

d. Hibah 

e. Wakaf 

f. Zakat  

g. Infaq 

h. Shadaqah 

i. Ekonomi Syariah
4
 

Pengadilan Agama Sukadana dalam rangka melaksanakan tugas-

tugas pokoknya, mempunyai fungsi sebagai berikut:  

                                                 
4
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a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili 

perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di 

wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 

Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); 

b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan 

tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh 

jajarannya; (vide: Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 

1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Pasal 53 ayat (1) dan 

(2) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009);  serta terhadap pelaksanaan 

administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara 

berkala oleh Hakim Pengawas Bidang; 

c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan 

petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis 

yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: 

Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang 

No. 50 Tahun 2009); 

d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi 

kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan 

eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta 

administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan 

administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan 



36 

 

 

 

Agama (Bidang Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana, Bidang 

Umum dan Keuangan dan Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan); 

e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan 

nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah 

hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 

f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan 

penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.
5
 

B. Analisis Pelaksanaan E-Court Dapat Mewujudkan Rasa Keadilan Para 

Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Sukadana. 

 

1. Penerapan E-court di Pengadilan Agama Sukadana. 

Pengadilan Agama Sukadana merupakan salah satu pengadilan 

yang ikut juga menjawab dari adanya Peraturan Mahkamah Agung 

(PERMA) No.3 Tahun 2018 mengenai pendaftaran perkara melalui 

elektronik terbukti, bahwa di Pengadilan Agama Sukadana telah 

mensosialisasikan akan system e-court  kepada masyarakat umum 

sehingga sistem baru ini dapat dikenal oleh masyarakat umum walaupun 

secara kesempurnaan masih dalam tahap sebagian dari semua kalangan 

yang ada. 

Pengadilan Agama Sukadana mulai menerapkan e- court sejak  

tahun 2019 berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 hal ini 

sebagaimana dinyatakan oleh narasumber berikut yang dijelaskan oleh 
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  Profil Pengadilan Agama Sukadana 
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bapak Fatkul Mujib selaku Hakim di Pengadilan Agama Sukadana, beliau 

menjelaskan:  

“Dalam penerapan e-court di Indonesia diberlakukan sistem 

Peradilan termasuk Pengadilan Agama Sukadana sebagai salah satu 

Peradilan Agama Provinsi Lampung Timur memiliki keharusan Penerapan 

e-court di peraturan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Sukadana 

masih dibilang baru berdiri pada hari senin, tanggal 29 oktober 2018 mulai 

menggunakan Aplikasi berbasis  layanan e-court di tahun 2019 Pengadilan 

Agama Sukadana sudah banyak memecahkan kasus perkara tersebut ada 

412 semua Perkara yang hampir menggunakan e-court, bahwasanya 

perkembangan e-court di Pengadilan Agama Sukadana mengalami 

perkembangan secara berkala dan sampai tahun 2020 ada dua ribu (2000) 

kasus perkara dari jumlah tersebut hampir 50% semua perkara yang 

didaftarkan menggunakan e-court di Pengadilan Agama Sukadana 

merupakan yang sudah banyak memecahkan perkara”
6
 

Dari berdasarkan pemaparan narasumber tersebut maka pada 

dasarnya Pengadilan Agama Sukadana sudah sangat responsif terhadap 

PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang penerapan e-court  meskipun 

Pengadilan ini terhitung baru berdiri namun penerimaan terhadap sebuah 

aturan oleh Mahkamah Agung yang kemudian Pengadilan Agama 

Sukadana langsung diterapkan. Bahkan pada proses penerapan ini sudah 

cukup banyak kasus yang kemudian menggunakan aplikasi e-court.  

                                                 
6
 Fatkul Mujib, wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sukadana, tanggal 15 

Februari 2021 
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Selain itu di Pengadilan Agama Sukadana dalam  pelaksanaan e-

court ada tahapan-tahapan  Pendaftaran Perkara Melalui E-court, yaitu 

sebagai berikut:  

a. Pendaftaran Perkara (E-Filing) 

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai 

pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan 

Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan 

e-court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui 

aplikasi e-court Mahkamah Agung RI. 

b. E-Skum (Taksiran Panjar Biaya)  

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-court, 

Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya 

(E-SKUM) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat 

dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia. 

c. Mendapatkan Nomor Perkara 

Pendaftaran Perkara melalui e-court secara singkat tahapannya 

adalah Daftar (Mendapatkan Nomor Pendaftaran Online), Melengkapi 

Data Pihak, Upload Berkas Gugatan, Mendapatkan Taksiran Panjar 

Biaya Perkara (e-skum), Melakukan Pembayaran, Menunggu 

Verifikasi dan Mendapatkan Nomor Perkara dari Pengadilan Tempat 

Mendaftarkan Perkara 
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d. E-Payment  

Untuk kelancaran dalam mendukung program e-court 

Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam 

hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara . Dalam Hal ini 

Bank yang telah ditunjuk menyediakan Virtual Account (Nomor 

Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat 

mendaftar perkara.
7
 

Penggunaan e-court perkara diharapkan bisa meningkatkan 

pelayanan dalam fungsinya yaitu menerima pendaftaran perkara secara 

online dimana masyarakat akan dapat menghemat waktu dan biaya saat 

melakukan pencatatan dalam berperkara. 

Prosedur-prosedur E-court dapat dilihat pada  gambar sebagai 

berikut:  

Gambar 4.3. 

Alur Pendaftran Online 

 
 

                                                 
7
 https:// www.PA-Sukadana.go.id, Diakses pada tanggal 03 September Tahun 2021 

http://www.pa-sukadana.go.id/
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Apabila semua data terpenuhi maka pendaftaran dan dokumen 

Pengguna Terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara 

dalam bentuk Elektronik (SKUM) yang digenerate otomatis oleh sistem 

dengan Komponen Biaya Panjar dan Radius yang telah ditetapkan oleh 

Ketua Pengadilan Agama Sukadana. Besaran Taksiran Panjar Biaya 

Perkara ini sudah diperhitungan dengan rumusan sesuai Penentuan 

Taksiran Biaya Panjar untuk perkara Gugatan, namun demikian apabila 

dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diinformasikan 

tagihan untuk Tambahan Biaya Panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar 

kelebihan akan dikembalikan kepada Pihak yang mendaftarkan perkara 

Gambar 4.4. 

Alur Pembayaran Biaya Perkara Secara Online 

 

Ketika Pengguna telah mendapatkan e-skum untuk melakukan 

pembayarannya, selanjutnya user memilih tombol „Lanjut Pembayaran‟. 
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Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-skum 

akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai 

rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara. Ketika user 

sudah mendapatkan nomor Virtual Account dari perkara yang telah 

didaftarkan, maka pemberitahuan tersebut akan masuk kedalam email 

yang didaftarkan sebelumnya. Email Pemberitahuan bahwa status 

pendaftaran, dan email tagihan serta besaran biaya panjar yang harus 

dibayarkan.
8
 

Aplikasi e-court ini adalah termasuk juga untuk menyelenggarakan 

acara persidangan secara elektronik (e-litigasi). Bentuk konkretnya adalah 

pelaksanaan sebagian agenda persidangan dapat dilakukan secara 

elektronik dengan demikian para pihak tidak usah menghadiri persidangan 

secara langsung di pengadilan cukup mengirimkan berkasnya yang di scan 

dan kemudian di upload ke system e-court, yakni seperti acara jawaban, 

replik, duplik, dan kesimpulan. Walaupun para pihak tidak menghadiri 

persidangan, Majelis Hakim tetap menjalankan persidangan sebagai mana 

mestinya di ruang sidang yang telah disediakan. Dalam Pengadilan Agama 

Sukadana semua perkara perdata diselesaikan melalui e-litigasi Sistem E-

court Sebagaimana banyak pula yang masih menggunakan persidangan 

manual. Dalam hal Persidangan secara elektronik menghendaki proses 

persidangan dilakukan secara lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Namun demikian, meskipun dikatakan sebagai persidangan elektronik, 

                                                 
8
 https:// www.PA-Sukadana.go.id, Diakses pada tanggal 03 September Tahun 2021 

http://www.pa-sukadana.go.id/
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tetap terdapat beberapa pihak yang tetap memilih menggunakan 

persidangan secara tatap muka atau hadir dimuka persidangan. Dalam hal 

penerapan sidang online tersebut, pihak pengadilan tidak mempunyai 

kewenangan seseorang harus menggunakan persidangan secara online, 

keputusan tetap pada para pihak berperkara.
9
 

E-court  ini sangat membantu dalam beracara di Pengadilan 

khususnya di Pengadilan Agama Sukadana, “dalam hal kasus perceraian 

yang saya alami, ketika saya mendaftarkan perkara saya ke pengadilan, 

saya merasa kesulitan dalam mendaftarkan perkara yang saya alami, tapi 

dengan pelayanan dan bimbingan petugas pengadilan saya dibantu sampai 

dengan proses akhir dengan sistem E-court  dimana sistem ini sangat 

bermanfaat bagi saya dan seluruh masyarakat yang mendaftarkan 

perkaranya. Proses peradilan menjadi lebih mudah dan saya sebagai pihak 

yang berperkara tidak perlu takut dan merasa kesulitan dikarenakan 

pelayanan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga perkara saya 

bisa terselesaikan dengan waktu yang cepat” ujar Ibu Erni selaku pencari 

keadilan di Pengadilan Agama Sukadana.
10

 

Sebagai masyarakat biasa dan kurang bergelut di dalam dunia 

hukum, saya sendiri kurang memahami tentang sistem aplikasi e-court, 

sehingga saya menyerahkan segala urusan yang berkaitan dengan 

kepentingan berperkara saya kepada kuasa hukum, mulai dari pendaftaran 

                                                 
9
 Ana Latifah, wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sukadana, tanggal  6 

Agustus 2021 
10

 Erni, wawancara dengan selaku pencari keadilan di Pengadilan Agama Sukadana, 

tanggal 6 Agustus 2021 
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perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan dan persidangan hingga 

putusan saya dibimbing dan dibantu oleh kuasa hukum saya. „‟ujar ibu sri 

selaku pencari keadilan di Pengadilan Agama Sukadana.
11

 

Pelaksanaan E-court  ini seolah tidak mengubah apapun dalam 

proses beracara di pengadilan sama halnya dengan proses pengadilan 

seperti biasa. Hanya saja  E-court  membantu memudahkan para pencari 

keadilan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat 

sangat merugikan kedua belah pihak.  

Menurut hakim, dalam pelaksanaan E-court  sistem ini tentunya 

memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya, sistem E-court  

ini sendiri tidak bisa dibilang mudah dan juga tidak bisa dibilang sulit 

perlu adanya dukungan satu sama lain dari para jajaran pegawai 

pengadilan. Karena adanya sistem baru tersebut maka satu sama lain harus 

terlebih dahulu mengenal dan beradaptasi dengan sistem baru tersebut.
12

 

Mengenai penerapan penyampaian jawaban, replik, duplik dalam 

persidangan elektronik di Pengadilan Agama Sukadana, ibu Ana Latifah 

menjelaskan secara umum pelaksanaan jadwal replik dan duplik dengan 

menggunakan aplikasi e-court atau dengan cara elektronik:  

“Mengenai pelaksanaan penyampaian jawaban, replik dan juga 

duplik di sistem e-court ini masih tetap sesuai dengan court 

calender yang telah terjadwal dengan teratur, jika dikemudian hari 

para pihak ada yang tidak dapat menepatinya maka harus 

memberikan keterangan yang jelas kepada Ketua Majelis, sehingga 

                                                 
11

  Sri, wawancara dengan selaku pencari keadilan di Pengadilan Agama Sukadana, 

tanggal 6 Agustus 2021 
12

  Ana Latifah, wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sukadana, tanggal  6 

Agustus 2021 
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nantinya akan diberikan keleluasan dan diberikan kesempatan lagi 

untuk menggunakan haknya” 

 

Hal demikian telah dijelaskan pada pasal 21 PERMA Nomor 1 

Tahun 2019 tepatnya terdapat di ayat (1) dan (2), yang mana Hakim atau 

Hakim 62 Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk 

agenda penyampaian jawaban, replik dan juga duplik. Pengadilan Agama 

Sukadana sudah sangat berusaha untuk memaksimalkan prinsip asas 

berpekara sederhana, cepat dan berbiaya ringan ditambah dengan adanya 

sistem e-court yang memangkas waktu sekian persen dari proses 

berperkara yang sebelumnya harus dilakukan dengan sistem manual dan 

berlarut-larut.
13

 

Adapun prosedur atau tata cara menggunakan E-court menurut 

salah satu Hakim Pengadilan Agama Sukadana Ana Latifah S.H 

menyatakan aplikasi E- Litigasi yakni sidang online sudah dijelaskan 

dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang persidangan secara 

elektronik.  
14

 

Persidangan secara elektronik menghendaki proses persidangan 

dilakukan secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, yang tidak 

memerlukan tatap muka di persidangan secara elektronik. Namun 

demikian, meskipun dikatakan sebagai persidangan elektronik, tetapi 

dalam bentuk pembuktian yang secara hukum harus dihadiri oleh para 

                                                 
13

 Ana Latifah, wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sukadana, tanggal  6 

Agustus 2021 
14

 Ana Latifah, wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sukadana, tanggal  6 

Agustus 2021 
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pihak berperkara,” ucap Ana Latifah S.H Selaku Hakim di Pengadilan 

Agama Sukadana.
15

 

Pengadilan Agama Sukadana sejatinya sudah dapat melaksanakan 

seluruh perkara yang diselesaikan di Pengadilan Agama dengan 

menggunakan layanan berbasis sistem E-court tersebut. Sistem ini E-court 

sudah menjadi proses wajib bagi para pihak dengan dibantu oleh para 

advokat agar menggunakan  E-court  dalam proses berperkara di 

pengadilan. Namun yang ingin menyelesaikan dengan cara  E-court 

ditanyakan terlebih dahulu apakah ingin menggunakan melalui E-court  

atau tidak dan pada pelaksanaanya juga seperti biasa tetap harus adanya 

persetujuan dari para pihak apabila perkara tersebut ingin dilanjutkan ke 

tahap Pengadilan. 
16

 

Pelaksanaan Aplikasi e-court di Pengadilan Agama Sukadana telah 

berjalan dengan baik. 

Tabel 4.1. 

Perkara di Pengadilan Agama Sukadana Tahun 2019 

 

Jenis Perkara Jumlah Perkara 

Pendaftaran (dibayar) 1707 

Berhasil nomor perkara 1690 

Perkara gugatan 1653 

Perkara gugatan sederhana 3 

Permohonan  34 

 

Pengadilan Agama Sukadana memecahkan perkara yang 

menggunakan e-court di tahun 2019 sebanyak 412 perkara, ada juga untuk 

                                                 
15

 Ana Latifah, wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sukadana, tanggal  6 

Agustus 2021 
16

 Ana Latifah, wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sukadana, tanggal  6 

Agustus 2021 
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pengguna perseorangan baru ada 1 yang daftar e-court, untuk selanjutnya 

perkara yang masuk sebanyak 2000 hampir 50 %  perkara di tahun 2020. 

Adapun perkara yang  di tahun 2021 sebanyak -+ 152 perkara
17

 

Tabel 4.2. 

Perkara di Pengadilan Agama Sukadana Tahun 2021 

Jenis Perkara Jumlah Perkara 

Sisa perkara bulan lalu (gugatan/permohonan) 152 

Perkara masuk gugatan 231 

Perkara masuk permohonan  13 

Perkara putus gugatan 162 

Perkara putus permohonan 10 

Sisa gugatan dan permohonan 224 

Perkara e-court diterima 152 

 

2. Perbandingan Sidang Melalui E-Court  dengan Sidang Biasa 

Sistem E-Court tidak mengubah dan tidak bertentangan dengan 

hukum acara biasa, sehingga hal-hal yang tidak diatur dalam  E-Court 

berjalan sesuai dengan hukum acara biasa. Begitu juga dalam hal proses 

berperkaranya apabila hukum acara biasa dilakukan dengan menghadirkan 

para pihak lain hal dengan sistem E-Court ini para pihak tidak  perlu 

menghadiri ruang sidang apabila sedang  berperkara melainkan dapat 

mengikuti prosesnya secara online. Dalam hal putusan apabila hukum 

acara biasa akan dikeluarkan salinan putusan oleh hakim dan demikian 

pula apabila putusan tersebut berujung damai maka akan diterbitkan akta 

perdamaian oleh majelis hakim. Demikian halnya dengan proses e-court 

musyawarah dan pembacaan putusan. Tahapan musyawarah dan 

pembacaan putusan harus menjadi bagian dari perjalanan persidangan e-

                                                 
17

  Data rekapitulasi perkara di Pengadilan Agama Sukadana 
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court. Pada hari yang telah ditetapkan untuk menjatuhkan putusan, majelis 

hakim bersidang dan membuka jalannya persidangan. Kemudian 

membacakan putusan seperti biasanya. Ketua majelis mempunyai 

tanggung jawab untuk mengupload putusan tersebut pada data SIPP, 

kemudian panitera pengganti mempunyai tugas mencetak salinan putusan 

untuk ditandatangani oleh panitera di pengadilan terkait. 

E-Court pada hakikatnya hadir untuk menjawab persoalan 

pemenuhan keadilan bagi masyarakat di era kemajuan teknologi. Hal 

tersebut didasarkan pada kontribusi atas eksistensi e-court dari awal 

pertama diimplementasikan. Pertama, e-court menyediakan layanan 

berbasis elektronik seperti pendaftaran perkara online (E-Filing), 

pembayaran panjar biaya perkara online (E-Payment), pemanggilan pihak 

secara online (E-Summons), persidangan secara elektronik (E-Litigation), 

serta putusan secara online. 

Pengadilan Agama Sukadana mulai melaksanakan sistem beracara 

menggunakan aplikasi e-court sejak Tahun. Pelaksanaan beracara 

menggunakan aplikasi e-court di Pengadilan Agama Sukadana telah 

terlaksana namun untuk keefektifitasannya masih belum bisa dikatakan 

efektif karena keterbatasan dari segi sistem dan sumber daya manusia, 

serta pernah terjadinya dalam pelaksanaan penginputan data beracara 

menggunakan e-court yang tersinkronisasi dengan SIPP. Pihak Pengadilan 

Agama Melaksanakan sesuai dengan petunjuk hukum materiil yang ada 

sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 1 
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Tahun 2019.44 Efektivitas Penerapan PERMA Nomor 3 tahun 2018 

tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik (e-court) di 

Pengadilan Agama Sukadana telah dijalankan namun belum dapat 

dijalankan secara maksimal yang berarti belum efektif. Hal ini dapat 

dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang mendaftarkan perkaranya 

secara manual dibandingkan secara elektronik. 

Efektifitas beracara menggunakan sistem e-court di Pengadilan 

Agama Sukadana secara mekanisme pelaksanaan belum efektif. Sehingga 

upaya-upaya terus dilakukan agar sistem beracara di Pengadilan dengan 

asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat dirasakan sebagai fungsi dari 

hukum itu sendiri yakni adanya kebermanfaatan bagi masyarakat.
18

 

3. Rasa Keadilan Pada Penerapan E-court 

Terkait mengenai pelaksanaan e-court di Indonesia, mengingat 

bahwa kondisi letak geografis wilayah hukum di Indonesia sangat luas dan 

tersebar di seluruh nusantara, maka penerapan e-court sangat tepat karena 

penggunaan aplikasi e-court sangat membantu pengadilan dan masyarakat 

pencari keadilan untuk menerapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan 

biaya ringan. Apabila sarana dan prasarana serta sumber daya manusia 

yang cakap dan mumpuni untuk melakukan tugas itu sudah tersedia, akan 

sangat memudahkan di dalam pelaksanaan asas peradilan yang cepat, 

sederhana dan biaya. 
19

 

                                                 
18

  Ardana, wawancara dengan bidang IT  Pengurus aplikasi e-court di Pengadilan 

Agama Sukadana.tanggal 15 Februari 2021 
19

 M.Hatta Ali, Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan, 

(Bandung: PT Alumni). 3 
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Berdasarkan narasumber responden oleh Ibu Ana Latifah selaku 

Hakim Di Pengadilan Agama Sukadana dalam pelaksanaan e-court dapat 

mewujudkan rasa keadilan para pihak yang berperkara beliau menjelaskan  

“ya, sebenarnya hakim dalam memutuskan perkara harus ada asas 

manfaat keadilan dan kemanfaatan kepastian hukum, pertimbangan itu 

pasti ada kalau masalah keadilan tau nggak dalam sistem e-court dari awal 

sudah dipertanyakan apakah bersedia tidak menggunakan e-court, 

sebenarnya kalau masalah keadilan arahnya bukan pelaksanaanya tapi 

lebih ke arah putusan hakim yang diambil. 
20

 

 

Dalam pelaksanaan seluruhnya E-court sangat membantu dalam 

hal perbaikan secara administratif, tidak perlu lagi para Advokat datang ke 

Pengadilan untuk menyerahkan berkas-berkas yang ingin dilaporkan. 

Cukup dengan membuka aplikasi E-court pada pengadilan tersebut dan 

memasukan ID Advokat maka pendaftaran perkara sudah bisa dilakukan. 

Apabila para pihak tidak ingin menggunakan jasa pengacara maka 

pihak tersebut bisa langsung datang atau hadir ke pengadilan tersebut 

dengan membawa berkas-berkas yang diperlukan, lalu melapor ke petugas 

pengadilan maka para pihak prinsipal akan diarahkan dan diberi petunjuk 

langsung oleh petugas pengadilan dengan tetap menggunakan sistem E-

court  pada acara sidang- sidang selanjutnya. Pengadilan Agama Sukadana 

juga punya makna tersendiri dengan terimplementasinya e-court. 

Pengadilan yang terletak di ibukota Kabupaten Lampung Timur ini, 

memiliki jumlah perkara yang cukup besar jika dibandingkan Pengadilan 

Agama lainnya  di sekitarnya, akan terus berusaha agar bisa menerapkan 

                                                 
20

 Ana Latifah, wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sukadana, tanggal  6 

Agustus 2021 
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dan mengimplementasi e-court dalam sistem peradilannya, dengan kata 

lain terus berusaha berjalan, mempersiapkan beberapa kebutuhan yang 

harus dipenuhi  dan mengevaluasi jalannya proses peradilan elektronik ini. 

Agar kedepannya Pengadilan Agama Sukadana jauh lebih siap untuk 

menjadi bagian cita-cita  Mahkamah Agung  menghadiri Peradilan modern 

berbasis teknologi informasi  
21

  

 

 

                                                 
21

 Fatkul Mujib, wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sukadana, tanggal 15 

Februari 2021 



BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan bahwa E-Court sebagai instrumen penting dalam 

terobosan modernisasi lembaga peradilan di Indonesia, Sistem e-court yang 

dilaksanakan di Pengadilan Agama Sukadana telah dilaksanakan secara 

maksimal serta baik, dan sudah jelas bahwa e-court mencerminkan dan wujud 

implementasi dari peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, melihat dari 

dampak positif dan negatif penulis rasa lebih condong pada dampak positif 

yang dirasa baik dari warga pengadilan maupun warga para pencari keadilan.  

  Begitu halnya dengan Pengadilan Agama Sukadana sebagai salah 

satu Peradilan Agama Lampung Timur memiliki keharusan Penerapan e-

court di peraturan Mahkamah Agung. Karena pada hakikatnya e-court hadir 

atas dasar kebutuhan masyarakat dalam mencari keadilan, dengan adanya e-

court akan terjadi kemudahan dalam mencari informasi terkait masyarakat 

yang ingin menyelesaikan perkaranya di suatu lembaga peradilan serta 

menjawab persoalan keadilan bagi masyarakat di era kemajuan teknologi 

secara efektif dan efisien. Dengan adanya sistem e-court maka dapat 

menjawab hampir seluruh permasalahan yang ada khususnya di lembaga 

peradilan di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama Sukadana. E-Court 

sendiri juga sebagai penyempurna implementasi pengadilan yang sebelumnya
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yang menerapkan asas atau prinsip pengadilan yang sederhana, cepat, dan 

biaya ringan.  

B. Saran  

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh penulis tentang 

Penerapan E-Court di Pengadilan Agama Sukadana dalam mewujudkan 

keadilan secara hukum, maka dari itu penulis memberikan saran yang mudah-

mudahan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, penegak hukum 

(Pengadilan Agama Sukadana) maupun bagi peneliti selanjutnya:  

1. Hendaknya bagi masyarakat pencari keadilan yang ingin menyelesaikan 

perkaranya di Pengadilan Agama dengan menggunakan layanan elektronik 

atau aplikasi e-court karena lebih menghemat waktu dan biaya dalam 

proses pendaftaran perkara dan persidangan. 

2. Hendaknya bagi Pengadilan Agama Sukadana agar tetap terus meneliti dan 

memperbaiki hal-hal yang kurang dari pelaksanaan aplikasi e-court  dan 

tetap aktif mensosialisasikan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Proses Administrasi Perkara dan 

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik khususnya layanan aplikasi 

e-court. 
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